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Abstrak
 
Perlindungan anak memang merupakan sebuah permasalahan yang kompleks. 
Permasalahan perlindungan anak inilah yang harus dihadapi desa sebagai entitas lembaga 
pelayanan publik yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Mau tidak mau, desa 
menjadi garda terdepan  dalam menangani kasus-kasus perlindungan anak. Di desa 
segudang masalah anak banyak terjadi. Kekerasan pada anak  dalam beragam bentuk 
seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan emosional sebagian besar terjadi di wilayah 
desa. Banyak kasus terjadi di desa seperti penelantaran atau eksploitasi, kerawanan 
terhadap bencana dan anak yang bermasalah dengan hukum  dan lain-lain. Oleh karena 
itu, mestinya desa lebih tanggap dengan persoalan-persoalan yang dihadapi terkait 
dengan perlindungan anak. Karena desa dekat dengan anak, merekalah yang setiap saat 
menyaksikan kompleksitas masalah anak di desa. Dibandingkan dengan struktur 
pemerintahan yang lebih tinggi, desa langsung berhadapan dan berdekatan dengan anak. 
Masalahnya, pemerintah desa kurang dipersiapkan untuk merespons permasalahan- 
permasalahan terhadap anak yang belakangan ini kian marak. Di samping itu, desa tidak 
memiliki perangkat kelembagaan memadai untuk merespons berbagai kasus perlindungan 
anak. Hampir tidak ada lembaga di desa yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) 
yang secara khusus melekat dengan urusan perlindungan anak. Akibatnya adalah kasus 
perlindungan anak sering direspons dengan sangat terlambat. Selain tidak adanya 
perangkat desa atau lembaga di desa yang fokus pada kesejahteraan dan perlindungan 
anak, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan perlindungan anak juga minim. Banyak 
perangkat desa tidak berani mengalokasikan dana desa untuk merespons kasus-kasus 
perlindungan anak. Oleh karena itu, perlu dikaji peluang bagi desa mengalokasikan 
sebagian anggarannya untuk perlindungan anak. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi 
regulasi yang mengatur penggunaan dana desa untuk menjawab pertanyaan apakah 
dimungkinkan mengalokasikan dana desa untuk kegiatan perlindungan anak. Hasil 
penelitian menemukan data bahwa jika melihat aturan yang adadan mengatur 
penggunaan dana desa, maka dana desa dapat dialokasikan untuk kegiatan perlindungan 
anak. 
Kata Kunci : perlindungan anak; alokasi dana desa; prioritas alokasi dana desa. 
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PENDAHULUAN 
Desa memiliki hak asal usul dan hak 
tradisional dalam mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat dan 
berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan 
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 
(Widjaya,2003).   Di dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini 
berbagai hal diatur. Peraturan pemerintah 
yang merupakan peraturan pelaksana dari 
UU Desa ini merupakan awal masa transisi 
dan memberikan dasar kepada desa menuju 
development community yakni bahwa desa 
tidak lagi merupakan level administrasi, tidak 
lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi 
independen community sehingga setiap 
warga desa dan masyarakat pada dasarnya 
berhak berbicara atas kepentingan sendiri. 
Peraturan Pelaksanaan UU Desa ini 
didalamnya mengatur tentang Penataan 
Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, 
Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, 
Keuangan dan Kekayaan Desa, 
Pembangunan Desa dan Pembangunan 
Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik 
Desa, Kerjasama Desa, Lembaga 
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 
desa, dan Pembinaan dan Pengawasan Desa 
oleh Camat atau sebutan yang lainnya. 
Dengan diundangkannya Undang-
Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
memang membuat desa-desa di seluruh 
wilayah  Indonesia memiliki kemandirian 
terutama dalam soal keuangan. Pada masa 
lalu desa hanya memiliki sumber pendapatan 
dari alokasi dana desa yang diberikan dari 
APBD Kabupaten dan pendapatan asli desa 
(PAD) yang dikelola menjadi APBDes. Kini 
desa juga mendapat dana desa yang 
merupakan kucuran dana dari pusat yang 
jumlahnya bervariasi antara enam ratus juta 
rupiah sampai sampai dengan satu miliar 
rupiah. Bahkan beberapa desa mendapatkan 
alokasi dana desa lebih dari satu miliar rupiah. 
Alokasi dana desa dari APBN ini bis 
dipergunakan desa sesuai dengan kebutuhan 
yang berbeda di masing-masing desa, meskipun 
tetap ada panduan prioritas penggunaannya 
setiap tahun berjalan. 
Undang-Undang Desa telah 
menempatkan desa sebagai ujung tombak 
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan 
sumber dana yang memadai agar dapat 
mengelola potensi yang dimilikinya guna 
meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan 
masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat 
telah menganggarkan Dana Desa yang cukup 
besar untuk diberikan kepada Desa, dan jumlah 
dana ini terus meningkat dari tahun ke tahun. 
Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan 
sebesar 20,7 triliun rupiah, dengan rata-rata 
setiap desa mendapatkan alokasi sebesar 280 
juta rupiah. Pada tahun 2016, Dana Desa 
meningkat menjadi 46,98 triliun rupiah  dengan 
rata-rata setiap desa sebesar 628 juta rupiah 
dan di tahun 2017 dan 2018 kembali meningkat 
menjadi 60 triliun rupiah dengan rata-rata setiap 
desa sebesar Rp800 juta. Sementara pada 
tahun 2019, dialokasikan 70 triliun dari APBN 
untuk dana desa. 
Pada saat yang sama, desa  sebagai 
entitas lembaga pelayanan publik yang langsung 
berhadapan dengan masyarakat,  pada saat ini 
dihadapkan pada berbagai permasalahan yang 
kompleks. Bukan hanya masalah fisik desa, 
tetapi juga persoalan yang sekarang merupakan 
fenomena yang terjadi di hampir semua 
kawasan juga negara, yaitu permasalahan 
terkait perlindungan anak. Selain persoalan fisik 
desa, saat ini banyak desa berhadapan dengan 
masalah perlindungan anak yang kian 
meningkat dengan akar masalah yang beragam 
terutama kekerasan kepada anak dan 
perempuan, Mulai dari kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT), pelecehan seksual, 
pemerkosaan, eksploitasi hingga penelantaran 
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anak. Kekerasan pada anak dan perempuan 
dalam beragam bentuk seperti kekerasan 
fisik, psikis, seksual dan emosional sebagian 
besar terjadi di wilayah desa. Dalam kasus 
ini, desa menjadi ujung terdepan pelayanan 
pemerintah yang paling dekat berhubungan 
dengan anak. Kasus-kasus itu terjadi di desa 
dan mau tidak mau desa harus 
meresponsnya. Desa menjadi garda terdepan 
dalam menangani kasus-kasus perlindungan 
anak.  
Di desa segudang masalah anak 
banyak terjadi. Kasus penelantaran atau 
eksploitasi, kerawanan terhadap bencana dan 
anak yang bermasalah dengan hukum 
kebanyakan terjadi di desa. Mestinya desa 
lebih tanggap dengan persoalan-persoalan 
yang dihadapi terkait dengan perlindungan 
anak. Karena desa dekat dengan anak, 
merekalah yang setiap saat menyaksikan 
kompleksitas masalah anak di desa. 
Dibandingkan dengan struktur pemerintahan 
yang lebih tinggi, desa langsung berhadapan 
dan berdekatan dengan anak. Baik anak-
anak yang menjadi korban, maupun sebagian 
anak lain yang menjadi pelaku. 
 Permasalahan terkait dengan anak 
sendiri di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup 
banyak dan beragam. Di bidang pendidikan 
pada tahun 2017 Dinas Pendidikan Derah 
Istimewa Yogyakarta mengidentifikasi ada 
sekitar 12.000 anak rawan putus sekolah 
yang tersebar di desa-desa di seluruh wilayah 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara di 
bidang kesehatan permasalahan stunting 
yaitu anak yang bertambah usianya tapi tidak 
bertambah berat badan dan tinggi badannya 
masih menjadi salah satu masalah yang 
membutuhkan perhatian khusus. Angka 
stunting di Indonesia memang cukup tinggi 
yaitu mencapai 29,6% pada tahun 2017 
menurut PSG. Sementara WHO memberi 
batas angka maksimal untuk stunting ini 
berkisar pada angka 20%. Angka stuting di 
Daerah istiewa Yogyakarta sendiri berada pada 
angka 19,8%, jauh di bawah ngka rata-rata 
nasional. Meskipun demikina, stunting tetap 
bukan masalah yang bisa dianggap enteng dan 
diremehkan. Permasalahan kesehatan yang lain 
adalah jumlah kematian ibu, bayi dan balita. 
Meskipun secara umum dalam lima tahun 
terebut angka-angka nya menunjukkan trend 
penurunan, tapi bila dicermati masih terjadi 
fluktuasi, sehingga tetap harus mendapatkan 
perhatian dari pemerintah. 
 
Tabel 3.1 Jumlah Kematian Ibu,   Bayi dan 
Balita DIY 2012-2017 
 
 
Sumber : Laporan Seksi Kesga Dinkes DIY, 2017 
 
 Selanjutnya, di bidang hukum, 
permasalahan serius yng dihadapi di Daerah 
Istimewa Yogyakarta adalah persoalan anak  
yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai 
pelaku atau korban. Pada tahun 2018 
Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota di Daerah 
Istimewa Yogyakarta mencatat ada 167 kasus 
pidana anak dengan terdakwa 587 orang. 
Kasus kekerasan merupakan persoalan lain 
yang dihadapi oleh Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Apalagi angkanya cukup tinggi. 
Badan Pemberdayaan Perempuan dan 
Masyarakat Darah Istimewa Yogyakarta pada 
tahun 2018 mencatat ada 497 kasus kekerasan 
terhadap perempuan dan anak yang terjadi di 
Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ini 
menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta 
menjadi daerah dengan kasus kekerasan 
terhadap perempuan dan anak nomor 4 
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tertinggi di Indonesia. Permasalahan lainnya 
adalah permasalahan sosial yang tampaknya 
juga menjadi persoalan di banyak daerah 
bahkan di negara lain, seperti masalah 
kecanduan gawai pada anak-anak. 
 
PEMBAHASAN 
Permasalahan Di Desa  
Masalah yang kemudian muncul 
adalah bahwa pemerintah desa kurang 
dipersiapkan untuk merespons 
permasalahan- permasalahan terhadap anak 
yang belakangan ini kian marak. Letak 
masalahnya ialah desa tidak memiliki 
perangkat kelembagaan memadai untuk 
merespons berbagai kasus perlindungan 
anak. Nyaris tidak ada lembaga di desa yang 
memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) 
yang secara khusus dan spesifik mengurus 
masalah ini.  
Tidak bisa dihindari bila desa memiliki 
keterbatasan terkait dengan pengurangan 
risiko, pencegahan dan penanganan 
kekerasan kepada anak-perempuan. Meski 
marak kasus-kasus pelanggaran perlindungan 
anak yang berbasis desa, kenyataannya desa  
memang tidak memiliki sumber daya 
memadai untuk merespons hal tersebut. Di 
struktur pemerintahan desa terdapat Kepala 
Urusan Kesejahteraan Rakyat yang mengurus 
masalah-masalah sosial di desa. Di sejumlah 
desa urusan terkait perempuan dan anak 
dimasukkan sebagai bagian tugas Kepala 
Urusan Kesejahteraan Rakyat atau Kaur 
Kesra ini, yang di dalamnya terdapat hampir 
semua urusan sosial yang ada di desa. Mulai 
dari ibu hamil, melahirkan sampai kematian. 
Staf yang duduk di bagian kesejahteraan 
rakyat ini bertanggung jawab terhadap 
segala sesuatu yang terkait dengan urusan 
kesejahteraan warga. Masalahnya, tidak ada 
tupoksi khusus aparat ini yang melekat 
dengan urusan perlindungan anak.  
Dalam praktiknya Kepala Urusan 
Kesejahteraan Rakyat ini di dalam 
pelaksanaan tugasnya  dibantu lembaga-
lembaga yang ada di desa seperti PKK, Karang 
Taruna, Dasa Wisma juga aparat desa di tingkat 
pedukuhan, dalam memberikan penyuluhan 
maupun pendidikan kepada masyarakat. Untuk 
menangani masalah-masalah yang terkait 
dengan perempuan dan anak biasanya mereka 
bekerja sama dengan PKK dan Karang Taruna. 
Itupun biasanya sebatas penyuluhan yang tidak 
berkesinambungan. Masalahnya, PKK sudah 
mengurusi terlalu banyak hal, mulai dari 
penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat 
melalui berbagai lomba dan pendampingan 
masyarakat, termasuk hal-hal kecil seperti 
pemantauan jentik nyamuk. Banyaknya hal yang 
harus ditangani PKK inilah yang membuat 
urusan terkait perlindungan anak cenderung 
terbengkalai. Padahal sebenarnya PKK adalah 
organisasi desa yang memiliki potensi besar 
untuk berperan aktif dalam kegiatan 
perlindungan anak di desa. Oleh karena itu, 
perlindungan anak yang mestinya berada di 
ranahnya tidak mendapatkan pelayanan yang 
optimal, karena aparat yang membidangi urusn 
ini dan ujung tombak strategis kurang 
mendapat pelatihan dan pembekalan memadai 
untuk merespons kasus-kasus perlindungan 
anak.  
Nyaris tidak banyak desa yang memiliki 
semacam komite, kelompok atau komisi yang 
membantu pemerintah desa merespons 
kasuskasus perlindungan anak. Jika ada gejala-
gejala kasus perlindungan anak direspons 
dengan sangat terlambat. Akibatnya 
penanganan tidak maksimal. Hingga saat ini 
belum ada kelompok perlindungan anak (KPAD) 
yang benar-benar berjalan. Tak heran masalah 
perlindungan anak di desa dikeroyok secara 
sporadic banyak pihak namun tidak fokus. 
Sampai saat ini, di seluruh Indonesia memang 
baru dua daerah yang memiliki Komisi 
Perlindungan Anak di tingkat desa, yaitu 
Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten 
Rembang (Prasetyo, 2014). Dampak positif 
yang kemudian terjadi adalah kasus kekrasan 
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pada anak bisa cepat diselesaikan. Di kedua 
daerah ini desa sudah membuat suatu 
sistem perlindungan anak dengan 
menggunakan dana desa tertinggal. Desa-
desa di kedua daerah ini sudah memulai 
dengan satu cara pengaduan-pengaduan 
dan penanganan masalah yang akhirnya 
membuat kasus-kasus kekerasan terhadap 
anak menurun. 
Selain tidak adanya perangkat desa 
atau lembaga di desa yang fokus pada 
kesejahteraan dan perlindungan anak, 
anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan 
perlindungan anak sangat minim, bahkan 
nyaris tidak ada. Hampir semua kepala desa 
yang penulis temui menyatakan mereka tidak 
berani mengalokasikan dana desa untuk 
kegiatan-kegiatan terkait karena tidak ada 
petunjuk tertulis dari kabupaten. Banyak 
perangkat desa tidak berani mengalokasikan 
dana desa untuk merespons kasus-kasus 
perlindungan anak. Padahal, jika melihat 
aturan yang ada, dana desa dapat 
dialokasikan untuk perlindungan anak. 
 
Membangun Komitmen Desa Terhadap 
Perlindungan Anak 
Ketidakberanian aparat desa untuk 
mengalokasikan dana desa untuk menangani 
kasus-kasus yang berkaitan dengan 
perlindungan anak, di sisi lain juga terkait 
dengan lemahnya komitmen desa 
menyelenggarakan upaya perlindungan anak. 
Desa tidak melakukan terobosan karena 
dianggap menyalahi aturan yang lebih tinggi. 
Padahal jika merujuk Peraturan Menteri Desa 
No 16 Tahun 2018 tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
2019, dana desa diprioritaskan untuk 
membiayai belanja pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa. Artinya 
desa memiliki kesempatan dan peluang untuk 
mengalokasikan sebagian anggarannya  
untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak.  
Melalui Permen No. 16 Tahun 2018 
yang diterbitkan oleh Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia tersebut, Dana 
Desa memiliki beberapa prioritas yang tercakup 
dalam 3 Ayat di Pasal 4. Prioritas tersebut 
diharapkan agar desa memiliki arah dan 
pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa 
tersebut. Beberapa Prioritas Penggunaan Dana 
Desa menurut Permen No. 16 Tahun 2018 yang 
tercantum dalam Pasal 4 tersebut adalah 
sebagai berikut: 
 
Ayat 1: Penggunaan Dana Desa diprioritaskan 
untuk membiayai pelaksanaan program dan 
kegiatan di bidang pembangunan Desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa.  
 
Ayat 2: Pritoritas Penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
digunakan untuk membiayai pelaksanaan 
program dan kegiatan prioritas yang bersifat 
lintas bidang. 
 
Ayat 3: Prioritas penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa 
peningkatan kualitas hidup, peningkatan 
kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan 
serta peningkatan pelayanan publik di tingkat 
Desa. 
Dari ke tiga ayat tersebut dapat 
diketahui bahwa Prioritas Penggunaan Dana 
Desa tidak hanya pada program yang bersifat 
pembangunan fisik saja melainkan juga 
peningkatan kualitas SDM atau Sumber Daya 
Manusia yang berada di desa. Hal ini tercantum 
pada ayat 1 yang kemudian dikuatkan kembali 
pada ayat 3. Hal ini seharusnya dimaknai 
sebagai kesempatan desa untuk meningkatkan 
kapasitas aparat desa  tidak hanya dalam 
menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai 
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bidangnya, tetapi juga kapasitas untuk 
menyelesaikan permasalahn-permasalahn 
sosial yang terjadi di wilayah desa yang 
semakin kompleks. Termasuk di dalamnya 
permasalahan perlindungan anak. 
Sedangkan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa sebagai usaha untuk peningkatan 
pelayanan publik di tingkat desa dijelaskan 
lebih lanjut pada Pasal 6 Permen No. 16 
Tahun 2018 yang menjelaskan beberapa 
kegiatan di bidang kesehatan yang meliputi 
penyediaan air bersih dan sanitasi, 
pemberian makan tambahan untuk bayi dan 
balita, hingga pelatihan pemantauan 
perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu 
menyusui serta beberapa kegiatan lainnya. 
Prioritas Penggunaan Dana Desa juga 
dijelaskan lebih lanjut  pada Pasal 8 yang 
mana ada 5 ayat yang berhubungan pada 
pembangunan non fisik seperti peningkatan 
SDM yakni Program Kegiatan Padat Karya 
juga termasuk dalam penanganan masalah 
kemiskinan dan juga pengangguran di desa 
dengan menciptakan lapangan kerja baru. 
Hal ini berarti bahwa menurut 
Peraturan Menteri Desa tersebut, sebenarnya 
terbuka peluang bagi desa untuk dua hal 
besar. Pertama, pengembangan sarana 
prasarana perlindungan anak seperti 
pembangunan gedung PAUD, sanggar anak, 
rumah pintar, rumah aman dapat 
dialokasikan dalam pos pembangunan atau 
infrastruktur. Oleh karena itu desa harus 
didorong untuk tidak hanya membangun 
sarana prasarana seperti jalan desa, 
jembatan, balai desa seperti selama ini 
terjadi, melainkan harus juga didorong untuk 
berani mengalokasikan anggaran 
pembangunan pro anak. Perangkat desa dan 
BPD harus tahu bahwa sepertiga penduduk 
desa adalah anak-anak. Kedua, dalam 
pemberdayaan masyarakat, anggaran dapat 
dialokasikan untuk penguatan kader-kader 
pembangunan desa khususnya pemerhati 
anak dan aktivis hak anak di desa. Desa 
memang harus melakukan terobosan terkait 
pemanfaatan dana desa yang lebih pro anak. 
Terkait dengan hal ini desa memang perlu 
difasilitasi oleh pemerintah di atasnya untuk 
memperkuat pemahaman perangkat desa 
terkait hak dan perlindungan anak. Selama ini 
perangkat desa selalu menyatakan tidak adanya 
petunjuk tertulis terkait penggunaan dana desa 
dari kabupaten/kota. Hal lebih disebabkan 
pemahaman perangkat desa terkait Undang-
Undang No 6 Tahun 2014 dan Permendes No 16 
Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa yang minim.  
 
KESIMPULAN 
Berpedoman pada  Peraturan Menteri 
Desa No 16 Tahun 2018 tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini 
sebenarnya tidak ada alasan bagi desa untuk 
tidak mengalokasikan dananya bagi upaya-
upaya perlindungan anak. Ketidaktahuan desa 
dan rendahnya komitmen terkait hal ini dapat 
difasilitasi oleh pihak lain terutama pemerintah 
kabupaten dengan melibatkan LSM, Perguruan 
Tinggi dan pihak-pihak lain yang memiliki 
kepedulian pada perlindungan anak dan 
pemenuhan hak anak. Desa perlu didorong agar 
tidak hanya mengalokasikan dana desa untuk 
infrastruktur seperti membangun jalan, selokan, 
gorong-gorong, talut, jembatan dan sejenisnya. 
Tetapi juga untuk membangun manusia yakni 
mencegah dan melindungi anak-anak dan 
perempuan dari kekerasan. Apalah artinya 
infrastruktur bagus namun warganya menjadi 
pelaku dan korban kekerasan?  
Desa dengan segudang persoalan 
terkait perlindungan anak perlu dibantu dan 
didorong agar terdapat keberanian perangkat 
desa mengalokasikan anggaran untuk 
pemenuhan hak anak. Desa perlu dibantu agar 
mereka menyusun anggaran responsif anak. Di 
samping itu, betapapun desa merupakan ujung 
tombak melindungi anak dari segala bentuk 
kekerasan dan perlakuan salah. Aktivis 
perlindungan anak dan perempuan di desa perlu 
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diperkuat dengan isu-isu perlindungan anak 
dan mengangkatnya dalam musrenbangdes. 
Pada tahun-tahun pertama mungkin masih 
kalah dengan isu infastruktur namun pada 
tahun-tahun berikutnya perhatian pemerintah 
desa dan BPD pasti akan berubah. Desa perlu 
terus didorong agar semakin berani dan peka 
menggunakan anggaran responsif anak dan 
bertanggung jawab terhadap kelangsungan 
hidup anak.  
Sementara itu di level kementerian, 
harus ada usaha untuk mendorong 
Kementerian Desa Tertinggal dan 
Transmigrasi dan Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak bergerak cepat agar koordinasi antar 
instansi segera terbangun. Persoalan 
pengalokasian dana desa untuk perlindungan 
anak lebih pada persoalan kesadaran dan 
komitmen para pihak untuk pemenuhan hak 
dan perlindungan anak.  
Penelitian ini menemukan fenomena 
bahwa terbatasnya alokasi dana desa untuk 
kegiatan perlindungan anak, bukan 
disebabkan karena tidak ada regulasi yang 
mengaturnya. Perlindungan anak belum 
menjadi kegiatan yang menjadi prioritas 
untuk didanai dengan dana desa lebih 
disebabkan karena aparat desa belum 
menganggap kegiatan ini sebagai sebuah 
kegiatan yng penting dan perlu mendapat 
perhatian lebih. 
Keterbatasan penelitian ini adalah belum 
mampu secara masif memotret kondisi 
seluruh desa yang ada di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Oleh karena itu, gambaran yang 
rinci tentang penggunaan dana desa yang 
dialokasikan oleh desa untuk kegiatan-
kegiatan terkait dengan perlindungan anak 
belum bisa dijelaskan dijelaskan secara 
detail. Rekomendasi untuk penelitian dengan 
tema ini yang mungkin akan dilakukan oleh 
peneliti lain di masa yang akan datang adalah 
dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk 
memetakan alokasi dana desa untuk kegiatan 
perlindungan anak secara detail dari seluruh 
desa di wilayah DIY, sehingga bisa menjadi 
bahan acuan untuk penyusunan regulasi 
tentang  prioritas penggunaan dana desa yang 
lebih ramah terhadap kebutuhan perlindungan 
anak. Rekomendasi kebijakan yang dapat 
dilakukan diantaranya: 
1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi dan 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak harus bergerak 
cepat agar koordinasi antar instansi segera 
terbangun. 
2. Kementerian Desa Tertinggal dan 
Transmigrasi harus mempertegas dalam 
juklat dan juknis tentang prioritas 
penggunaan dana desa untuk perlindungan 
anak 
3. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota 
menerbitkan regulasi  tentang petunjuk 
tertulis penggunaan dana desa untuk 
perlindungan anak, sehingga memberikan 
kepastian hukum bagi desa untuk 
mengalokasikan sebagian anggaran 
desanya untuk kepentingan perlindungan 
anak 
4. Kepala Desa harus berusaha lebih 
memahami regulasi yang ada sehingga 
tidak menjadikan ketakutan menyimpang 
dari regulasi membuatnya tidak berani 
mengalokasikan anggarannya untuk 
perlindungan anak 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Prasetyo, Yudhi & Gregorius Nasiansenus 
Masdjojo. (2014). Implementasi 
Kebijakan Alokasi DanaDesa di 10 
Desa Wilayah Kecamatan Rembang 
Kabupaten Rembang, Jurnal 
Administrasi Publik, Vol. 1 No. 6, 
hlm 302-319. 
  
 
 
Ane Permatasari, Perlindungan Anak melalui Alokasi Dana Desa  
 
  
Widjaja, HAW. (2003). Otonomi Desa, 
Jakarta: Rajawali Pers 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 
Tahun 2007 tentang 
Perencanaan Pembangunan Desa  
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Desa  
 
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang 
bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara.  
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah  
Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa. 
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara.  
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, Dan 
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 
2018 Tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2019  
  
 
